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Abstrak
Pencemaran lingkungan hidup telah menjadi masalah yang cukup rumit pada masa ini. Pencemaran lingkungan tersebut diakibatkan oleh sistem pengelolaan sampah yang kurang baik dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang kurang efektif. Pencemaran tersebut salah satunya adalah seperti apa yang terjadi di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong yang telah tercemar oleh sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh masyarakat sekitar yang kurang bertanggung jawab belum mendapatkan tanggapan serius dari instansi dan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadapt pencemaran tersebut. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui kendala yang dialami dalam melakukan penegakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Rukun Nelayan Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum Pasal 19 juncto 26 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah (Perda 10/2010) di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tidak berjalan dengan efektif, dikarenakan terdapat tiga faktor hukum yang menghambat penegakan hukum Pasal  19 juncto 26 Perda 10/2010. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang menangani permasalahan pengelolaan sampah tidak menegakan Peraturan Daerah tersebut dan tidak melakukan operasi terhadap pembuangan sampah sembarangan di pesisir pantai Kecamatan Brondong. Faktor yang menjadi kendala dan menghambat penegakan hukum Pasal  19 juncto 26 Perda 10/2010 antara lain adalah faktor penegak hukum, faktor sarana, dan faktor budaya.
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Lingkungan yang bersih merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH). Konsideran tersebut menyatakan bahwa, “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. UU PPLH juga menyatakan bahwa, “kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan”.
Ekosistem pantai yang merupakan salah satu dari lingkungan hidup dan sebagai tempat tinggal penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan memiliki kepastian hukum atas perlindunganya. Pasal 57 UU PPLH menjelaskan bahwa lingkungan hidup dipelihara melalui konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam yang dimaksud dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 57 yang antara lain menyatakan bahwa, Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.
Berdasarkan tujuan konservasi tersebut, maka terdapat beberapa larangan dalam UU PPLH yang melarang setiap orang untuk mencemari lingkungan hidup. Larangan untuk melakukan pencemaran lingkungan hidup tersebut terdapat pada Pasal 69 ayat (1) huruf a dan 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan membuang limbah ke media lingkungan hidup.
Pasal 69 tersebut menunjukan bahwa pantai yang merupakan salah satu dari sekian banyak lingkungan hidup harus dilindungi dari pencemaran dan limbah yang dapat merusaknya. Pasal 1 angka 20 UU PPLH menjelaskan bahwa yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia​[1]​.  Limbah dapat berupa sampah domestik (rumah tangga) dan industri, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran​[2]​. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan​[3]​.
Keadaan terganggunya keseimbangan lingkungan yang menyebabkan kerugian untuk beberapa pihak telah terjadi di desa Brondong Kabupaten Lamongan. Terganggunya keseimbangan lingkungan tersebut, ada pada lingkungan hidup kawasan pesisir (pantai) tempat para nelayan Desa Brondong Kabupaten Lamongan. Terganggunya lingkungan hidup dan ekosistem kawasan pantai tersebut disebabkan oleh banyaknya timbunan sampah domestik (rumah tangga) yang di buang ke pantai​[4]​. Akibat dari tumpukan sampah tersebut, kawasan pantai yang biasa digunakan untuk bersandarnya perahu sekarang sudah tidak lagi digunakan. Pantai tersebut sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh para nelayan dikarenakan tingginya lumpur yang disebabkan oleh sampah sehingga membuat perahu nelayan sulit untuk berjalan.​[5]​
Besarnya timbunan sampah jika tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan di masyarakat.​[6]​ Masalah lingkungan tersebut telah terbukti sebagaimana yang di ceritakan oleh masyarakat setempat bahwa sering terjadi sakit perut dan gatal-gatal yang melanda masyarakat sekitar, selain itu bau yang tidak sedap juga sangat mengganggu bagi kehidupan dan kesehatan para nelayan setempat.​[7]​
Kabupaten Lamongan yang merupakan Kabupaten dengan penghasilan laut terbanyak di seluruh Jawa Timur.​[8]​ Mendapatkan pengaruh buruk dari dampak pengelolaan limbah yang rang baik. Akibat Pengelolaan limbah yang berupa sampah rumah tangga yang kurang baik tersebut, masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan kesulitan untuk mencari ikan-ikan pantai (kepiting, rajungan, dan tripang).​[9]​ Sulitnya mencari ikan-ikan pantai tersebut telah mengurangi penghasilan para nelayan Desa Brondong Kabupaten Lamongan.​[10]​
Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang kewajiban dan larangan-larangan dalam bidang pengelolaan sampah. Peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang (Disingkat UU PS). Pasal 29 ayat (1) huruf e UU PS menyatakan bahwa, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. 
Pasal 29 ayat (4) UU PS menjelaskan bahwa ketentuan mengenai sanksi bagi orang yang melanggar Pasal 29 ayat (1) diatur berdasarkan peraturan daerah Kabupaten masing-masing. Peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan ialah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolahan Sampah di Kabupaten Lamongan (selanjutnya disingkat Perda 10/2010). Perda 10/2010 juga memuat larangan tentang tindakan membuang sampah secara sembarangan yang dapat merusak ekosistem dan lingkungan hidup.
Larangan tersebut terdapat pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa “setiap orang atau badan dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”. Pelarangan yang diberikan oleh Perda 10/2010 tersebut memberikan sanksi berupa denda dan kurungan jika ada seseorang yang melanggar ketentuan Perda 10/2010 tersebut. Ketentuan mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar Pasal 19 ayat (1) Perda 10/2010 adalah seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 26 Perda 10/2010 yang menyatakan bahwa “Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”. 
Perda 10/2010 tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan guna memberikan kepastian hukum dalam hal pengelolaan sampah dan perlindungan kepada ekosistem dan masyarakat di sekitarnya dari pencemaran lingkungan. Konsideran huruf c Perda 10/2010 juga menjelaskan “bahwa sampah  telah  menjadi  suatu  permasalahan  yang  rumit  sehingga  pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara komprehensif  dan  terpadu  dari  hulu  ke  hilir  agar  memberikan  manfaat  secara  ekonomi,  sehat  bagi  masyarakat,  dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat”.
Sampah-sampah yang dikelola dengan kurang baik di daerah pesisir akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem pantai. Dampak dari pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Brondong Kabupaten Lamongan yang berprofesi sebagai nelayan.​[11]​ Menurunya hasil tangkapan ikan pantai yang disebabkan oleh timbunan sampah dan timbulnya penyakit kulit adalah sebagian dari dampak yang dirasakan secara langsung oleh nelayan.​[12]​ Apabila ekosistem laut tersebut rusak jelas menimbulkan kerugian yang lebih besar, akan terjadi penurunan kualitas hasil laut jangka panjang.​[13]​
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan sampah dan upaya menjaga lingkungan agar bebas dari pencemaran diserahkan kepada instansi-instansi yang berwenang diantaranya adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Dinas Cipta Karya Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan, dan Saturan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
Wilayah pesisir Lamongan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, untuk itu perlu adanya perlindungan yang dilakukan melalui aturan dan juga penegakan hukum. Upaya yang dilakukan untuk perlindungan tersebut salah satunya adalah pelaksanaan sanksi untuk setiap orang yang melanggar Pasal 19 Perda 10/2010 tersebut. Sanksi tersebut diberikan sebagai hukuman atas tindakan melanggar aturan yang merugikan masyarakat sekitar. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Membuang Sampah Di Bibir Pantai Pesisir Kabupaten Lamongan Menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarang di kawasan pesisir pantai Kabupaten lamongan telah menyebabkan kerugian yang dialami beberapa pihak. Kerugian lain yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat yang menjadi hak setiap masyarakat yang dijamin oleh UUD NKRI 1945.
UU Pengelolaan Sampah hadir untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum dalam kaitanya dengan pengolahan sampah. Sanksi dan ketentuan pidananya dalam pelanggaran UU Pengelolaan Sampah diserahkan kepada Peraturan Daerah masing-masing daerah. Di Kabupaten Lamongan, pengaturan Pengelolaan Sampah diserahkan kepada Perda 10/2010 tentang pengolahan sampah 
Pasal 26 Perda 10/2010  menyatakan bahwa yang melanggar ketentuan Pasal 19 Perda 10/2010 akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sanksi yang ditetapkan oleh Perda 10/2010 untuk orang yang membuang sampah sembarangan ini pelaksanaan tugasnya ada pada Dinas yang bidang kerjanya terkait dalam kegiatan mengelola lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Tujuan lainya adalah untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap pelanggaran Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tengang pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (14) menjelaskan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. 
Kehadiran unsur asing (makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya) masuk ke dalam lingkungan dan menyebabkan perubahan terhadap ekosistem yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukkannya, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar.
Makhluk hidup, zat, atau energi yg dimasukkan kedalam lingkungan hidup tersebut biasanya merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia. Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia disebut juga limbah. Karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sebagai akibat adanya limbah yang dibuang ke dalam lingkungan sehingga daya dukungnya terlampaui. Pencemaran lingkungan tersebut merupakan sumber penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat.​[14]​
Munadjat Danusuputra merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan.​[15]​ Sedangkan menurut Sastra Wijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.​[16]​
Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan.​[17]​
Pencemaran air adalah penambahan zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih. Sumber pencemaran air diakibatkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan seperti pengerukan pasir, limbah rumah tangga, industri, pertanian, pelebaran sungai, pertambangan minyak lepas pantai, serta kebocoran kapal tanker pengangkut minyak. Limbah rumah tangga seperti deterjen, sampah organik, dan anorganik memberikan andil cukup besar dalam pencemaran air sungai, terutama di daerah perkotaan. Sungai yang tercemar dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama bagi masyarakat yang menggunakan sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hal tersebut, pencemaran air dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:  Pencemaran kimia berupa senyawa karbon dan senyawa anorganik; Pencemaran fisika yang dapat berupa materi terapung dan materi tersuspensi; Pencemaran biologi yang dapat berupa mikroba pathogen, lumut dan tumbuhan air. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup,zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atauudara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnyamengandung garam dan berasa asin. Biasanya air yang ada di darat mengalir dan akan bermuara ke laut.​[18]​
Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan law enforcement merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang – Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.​[19]​ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang – undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang – Undang.​[20]​ 
Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.​[21]​
Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsurunsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.​[22]​
Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.​[23]​
Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.
Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga memiliki dampak positif dan  negative yang terletak pada isi faktor-faktor tersebut.  Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut :​[24]​
Faktor hukum, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup Law Enforcement, namun juga Peace Maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian
Faktor penegak hukum, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
Faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
Faktor masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 
Menurut Sudikno Mertokusumo untuk memfungsikan hukum secara  nyata, maka harus dilakukan penegakan hukum, oleh karena itu dengan jalan itulah maka hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan  keadilan (gerechtigkeit).​[25]​ Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.​[26]​ dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah kajian hukum tentang kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis empiris yang mengkaji mengenai efektivitas hukum ketika diterapkan di masyarakat. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melelui pengamatan langsung.​[27]​
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebagai metode naturalistik dimana peneliti tidak berupaya untuk memanipulasi penelitian, tidak mengontrol, terbuka terhadap yang terjadi atau muncul dan tidak ditentukan sebelumnya.​[28]​  Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data dekriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Lokasi dalam penelitian ini ialah Kawasan Pesisir di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti memilih lokasi di pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah nelayan di kawasan tersebut merasa sangat terganggu dan dirugikan dengan adanya sampah yang menumpuk di pantai sebagai tempat untuk dermaga atau melabuhkan kapal.​[29]​
Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Lamongan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari prilaku (hukum) masyarakat.​[30]​ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Lamongan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan dan HNSI cabang Kabupaten Lamongan yang berada di pesisir Kabupaten Lamongan. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang menjelaskan mengenai data primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya​[31]​. 
Teknik Pengumpulan Data Pada umumnya ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.​[32]​ Penelitan ini dalam mengumpulkan data menggunakan alat sebagai berikut: Wawancara (interview), Wawancara adalah sebuah komunikasi yang sudah dirancang dan memiliki tujuan yang ditentukan dengan cara pertukaran perilaku dan tanya jawab.​[33]​ Studi Dokumen, studi dokumen ialah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis. Content analysis adalah sebuah teknik untuk membuat kesimpulan yang objektif dan sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu pesan. ​[34]​
Analisa yang digunakan bersifat analisis deskriptif, analisis ini akan memberikan suatu gambaran atas subjek dan objek sesuai dengan hasil penelitian.​[35]​ Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari informan, penulis memberikan penjelasan atas keterangan yang diberikan oleh masing-masing informan terhadap kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap masalah sampah sesuai dengan kenyataan di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 
Hak Pelaksanaan Penegakan Hukum Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait dimana pelanggaran tersebut dilakukan. Peraturan daerah terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perda 10/2010. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU PS pada tingkat pelaksanaanya di daerah diatur oleh Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010. Ketentuan Pasal 19 Perda memuat larangan serupa yang dimuat dalam Pasal 29 UU PS, dan Pasal 26 Perda 10/2010 memuat ketentuan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Pasal 19 Perda 10/2010.
Pelaksanaan penegakan hukum pidana terkait sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 26 Perda 10/2010 yang menyebutkan bahwa orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19 Perda 10/2010 akan diberikan sanksi pidana kurungan selama 3 bulan dan sanksi pidana denda Rp 50.000.000. Pelaksanaan penegakan sanksi tersebut ialah bertujuan untuk terselenggaranya ketertiban dibidang pengelolaan sampah.
Berdasarkan Pasal 4 Perda 10/2010 tujuan pelaksanaan Perda tersebut ialah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan tersebut ialah hak dari masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hak masyarakat yang diatur dalam Perda 10/2010 antara lain adalah, mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
Pelaksanaan penegakan hukum pidana terkait sanksi tersebut dilaksanakan oleh beberapa instansi Daerah Kabupaten Lamongan yang berwenang dalam hal pengelolaan sampah. Instansi tersebut antara lain adalah Satpol PP Kabupaten Lamongan sebagai instansi yang melakukan operasi tangkap tangan dan penyelidikan terkait pelanggaran Pasal 26 Perda 10/2010. Dinas PUBM yang dapat memberikan perintah dan/atau rekomendasi pemeriksaan dan penyelidikan kepada Satpol PP Lamongan untuk pelanggaran Pasal 19 Perda 10/2010 yang terjadi diluar wilayah pemukiman. Dinas PRKP adalah Dinas yang dapat memberikan perintah dan/atau rekomendasi pemeriksaan dan penyelidikan kepada Satpol PP Lamongan untuk pelanggaran Pasal 19 Perda 10/2010 yang terjadi dalam kawasan perumahan dan pemukiman.
Tujuan dilakukanya penegakan hukum pidana dalam lingkungan adalah untuk penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.​[36]​ Penegakan tersebut adalah upaya untuk menghindari pencemaran lingkungan yang lebih lanjut, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai yang dampaknya merugikan untuk nelayan. Dampak tersebut semakin dapat dirasakan karena lingkungan yang tercemar adalah salah satu Kecamatan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Lamongan yaitu Kecamatan Brondong. 
Penegakan Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010 di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Tidak dilakukanya penegakan hukum pidana terhadap ketentuan Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010 antara lain disebabkan karena; tidak ada laporan dari masyarakat dari sekitar kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong yang mengeluhkan timbunan sampah di dermaga yang mengganggu kegiatan mereka, tidak ada perintah dan/atau rekomendasi dari DPRKP untuk memeriksa dan melakukan penegakan hukum pidana di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong. 
Masyarakat sekitar terutama nelayan yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai tersebut sangat terganggu dengan kehadiran sampah yang menumpuk di kawasan pesisir Kecamatan Brondong tersebut. Akibat tumpukan sampah tersebut air laut di sekitaran pantai telah tercemar dan ekosistemnya rusak yang menyebabkan kerugian hingga (rata-rata) 40% penghasilan setiap bulan para nelayan. 
Ekosistem yang rusak tersebut menyebabkan nelayan Kelurahan Brondong tidak dapat mendapatkan ikan jenis kepiting. Kerugian lain adalah resiko yang harus di tanggung oleh nelayan Kelurahan Brondong karena mereka harus ke tengah laut yang tidak tercemar oleh sampah untuk mendapatkan tangkapan ikan, sedang di tengah laut tersebut ikan tidak banyak dan resiko bahaya yang akan dialami semakin besar.
Masyarakat sekitar dan nelayan tidak tahu bagaimana untuk melakukan sesuatu terhadap sampah, meskipun mereka telah merasakan kerugian. Rukun Nelayan Kelurahan Brondong juga tidak mengetahui kemana mereka harus melaporkan pencemaran ekosistem pantai tersebut. Nelayan melakukan upaya sebisanya melalui kegiatan pengawasan swakelola dengan sanksi yang ditetapkan sendiri oleh Rukun Nelayan Kelurahan Brondong. Sanksi tersebut adalah pembayaran ganti rugi sebesar 3 karung semen bagi siapa saja yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong tersebut. 
Tidak berjalanya pelaksanaan penegakan hukum pidana Perda 10/2010 tersebut mengakibatkan kerugian bagi para nelayan. Selain kerugian yang dialami oleh nelayan tidak adanya pelaksanaan penegakan sanksi pidana tersebut mengakibatkan tujuan dari UU Pengelolaan sampah juga tidak dapat tercapai, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan terbebas dari sampah. 
Dinas PR-KP tidak menjalankan dua mekanisme yang dinyatakan oleh Direktoran Jendral Cipta Karya khususnya di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong. Dua mekanisme tersebut antara lain adalah Penanganan Setempat dan pengelolaan terpusat. Penanganan setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya tersedianya lahan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lain-lain. 
Pengelolaan persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir untuk melayani suatu wilayah / kota. Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait. Aspek – aspek tersebut dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yakni aspek institusi, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peranserta masyarakat.
Dari awal sejak terjadinya timbunan sampah di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong ini terjadi, aparat penegak hukum dan instansi terkati belum melakukan suatu tindakan tertentu. Maksud dari tindakan tertentu tersebut adalah penanganan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas terkait, penyuluhan kepada masyarakat, dan penyediaan tempat pembuangan sampah di dekat kawasan pesisir untuk mengindari masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampahnya di kawasan pantai. 
DLH, Dinas PR-KP dan Satpol PP Lamongan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (disingkat SKPD) yang berwenang dalam kegiatan pengelolaan sampah ini tidak dapat menjalankan pengelolaan sampah secara terpadu dengan baik. Seluruh SKPD seharusnya melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik, karena dalam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan salah satunya adalah penegak hukum (pemerintah/SKPD). Mekanisme penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan pemerintah dan masyarakat, namun perlu disadari tidak semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran atau perusak lingkungan telah terjadi permasalahan, faktor penyebabnya antara lain, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor :Kurangnya keberanian masyarakat unuk bertindak :Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan ;Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah ;Kurang tegasnya aparat (lingkungan) untuk bertindak;Tidak adanya satu pandangan/konsepsi mengenai lingkungan.
Kunci penyelesaian dalam penanganan masalah lingkungan adalah persamaan persepsi bagi aparat penegak hukum, dan kembali pada masalah kewenangan. Permasalahan lingkungan ini, apabila timbul pelanggaran hukum lingkungan asal kasusnya dapat bersumber dari: Masyarakat, dalam bentuk laporan terjadinya kerusakan lingkungan atau dalam bentuk gugatan ke Pengadilan; dan Pemerintah, dalam bentuk pengawasan dan penyelidikan. 
Mekanisme tersebut dapat dijalankan dengan DPRKP untuk melakukan pengawasan di kawasasan pesisir pantai Kecamatan Brondong berkaitan dengan fasilitas pembuangan sementara. Kedua Dinas tersebut dapat berkordinnasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal melakukan pengelolaan sampah yang baik dan tepat untuk kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong. Dari hasil pengawasan tersebut Dinas PR-KP dapat melanjutkanya ke Satpol PP Lamongan untuk ditindak lanjuti jika ditemukan pelanggaran. Sebaiknya juga Satpol PP Lamongan melakukan operasi tangkap tangan penegakan Pasal 19 Perda 10/2010 dikawasan pesisir pantai tidak hanya di Jalan Umum, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau.
Penegakan hukum Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan belum ditegakan. Penegakan Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010 belum dilaksanakan oleh penegak hukum yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan hukum tersebut belum dilakukan karena masyarakat yang merasa dirugikan tidak melapor kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak dapat menentukan siapa perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum yang telah melanggar Pasal 19 Perda 10/2010 dikarenakan kesulitan untuk membuktikanya. Evaluasi kebersihan lingkunan juga tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak mengetahui kondisi lingkungan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang menyebabkan tidak adanya intruksi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan operasi penagakan hukum.
Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan penegakan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum. Kelima komponen tersebut antara lain adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas hukum, masyarakat dan faktor kebudayaan. Hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya menunjukan bahwa pada komponen penegak hukum, masyarakat dan budaya adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Pasal 19 Perda 10/2010 sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan. 
Menurut Soerjono Soekanto faktor penegak hukum adalah Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.​[37]​ Penegak hukum dalam permasalahan ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menegakan Pasal 19 huruf d Perda 10/2010. 
Penegak hukum tidak menjalankan tugas dengan baik, penegak hukum Perda 10/2010 pada tingkatan represif adalah Satpol PP sebagai aparat penegak hukum Pasal 19 Perda 10/2010 untuk menegakan sanksi denda pidana dan/atau kurungan paling lama tuga bulan. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum cenderung menunggu laporan dari masyarakat untuk melakukan tindakan penegakan, tindakan penegakan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan patroli yang di jadwalkan khusus untuk melakukan pengawasan kebersihan lingkungan. DLH sebagai penegak hukum di tingkat pencegahan juga tidak melakukan pengawasan ekosistem pantai dan melimpahkan tugas tersebut kepada DPR-KP. DLH melupakan bahwa pesisir pantai adalah ekosistem laut yang kelestarian dan kebersihanya ada didalam masuk dalam tugas pokok dan fungsi DLH. 
Faktor fasilitas dan sarana hukum menurut Soerjono Soekanto Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.​[38]​
Faktor fasilitas yang mempengaruhi penegakan Pasal 19 huruf d Perda 10/2010 adalah ketersediaan kamera pengawas (CCTV) di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Penegakan hukum terhadap larangan membuang sampah sembarangan tersebut untuk melakukan tindakan penangkapan dan proses secara hukum pidana memerlukan bukti, sedangkan bukti bahwa perseorangan atau badan hukum telah membuang sampah di pesisir pantai tersebut tidak ada. Kurangnya fasilitas dan sarana tersebut menurut Informan dari Satpol PP telah mempengaruhi penegakan hukum Pasal 19 huruf d Perda 10/2010. 
Faktor lain yang mempengaruhi penegakan Pasal 29 ayat (1) huruf e  juncto Pasal 19 huruf d Perda 10/2010 selain kedua faktor di atas adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.​[39]​
Pada penegakan Pasal 19 huruf d Perda 10/2010 ini adalah kebudayaan masyarakat pesisir yang enggan untuk menjaga kebersihan dan ekosistem pantai dan kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Masyarakat pesisir pantai tersebut memiliki kebudayaan sadar hukum yang kurang diakibatkan tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat pekerjaan yang keras, sehingga sering kali tidak perduli terhadap aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, salah satunya adalah larangan membuang sampah sembarangan. 
Uraian tersebut menjelaskan bahwa penegakan Pasal 19 huruf d Perda 10/2010 di pengaruhi oleh lima faktor diantaranya yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan budaya. Diantara kelima faktor tersebut, faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan penegakan Pasal 19 huruf d Perda 10/2010 adalah faktor penegak hukum dikarenakan penegak hukum tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang melakukan penegakan hukum. Faktor fasilitas/sarana dikarenakan perlunya alat bukti untuk melakukan penegakan hukum dan faktor masyarakat dikarenakan masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang baik. 
PENUTUP
Kesimpulan
Penegakan Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010 di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh lima faktor penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum tersebut antara lain adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor budaya dan faktor msayarakat. Tiga dari kelima faktor tersebut tidak berjalan dengan efektif, sehingga penegakan hukum Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010 di kawasan pesisir pantai Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tersebut dikatakan tidak efektif.
Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum tersebut adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan faktor budaya. Faktor penegak hukum menjadi kendala dikarenakan penegak hukum dalam melakukan penegakan Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010 tidak melakukan evaluasi kebersihan lingkungan dan hanya menunggu laporan dari masyarakat. Kendala kedua adalah keterbatasan sarana yang dapat dijadikan alat bukti untuk proses penegakan hukum. Kendala ketiga adalah budaya masyarakat yang kurang sadar kebersihan lingkungan dan tidak memahami hukum lingkungan dengan baik.
Saran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah seharusnnya lebih aktif dalam melakukan penegakan hukum, sebaiknya diadakan evaluasi kebersihan lingkungan dan evaluasi penegakan peraturan daerah dalam rentan waktu tertentu. Evaluasi tersebut akan mempermudah proses penegakan hukum Pasal 19 juncto 26 Perda 10/2010 tanpa harus menunggu laporan dari warga yang dirugikan. 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebaiknya mengadakan penyuluhan mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan di daerah permukiman pesisir pantai Kecamatan Brondong, karena dibutuhkan tindakan dari instansi terkait untuk melakukan perubahan budaya masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak sadar lingkungan. 
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